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ABSTRAK 

 

 Pada umumnya dalam suatu pemborongan pekerjaan dibutuhkan suatu 

jaminan yang diberikan pemborong (Prinsipal)  kepada pemilik proyek (Obligee), 

jaminan yang lazim digunakan adalah jaminan berupa Garansi Bank dikeluarkan 

oleh Bank. Pemberian suatu Garansi Bank mensyaratkan adanya kontra garansi. 

Kontra Garansi Bank yang sering diterapkan oleh BTN Cilegon adalah kontra 

garansi full cover dan kontra garansi penjaminan asuransi. Secara khusus Garansi 

Bank diatur didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi oleh Bank.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan hukum dan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada Obligee didalam pemberian Garansi 

Bank tanpa melalui perantara asuransi (kontra garansi full cover) dan melalui 

perantara asuransi (kontra garansi penjaminan asuransi.  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Data sekunder dan data primer yang telah dikumpulkan diolah dan 

disajikan dalam bentuk teks naratif. Metode analisis data yang digunakan ialah 

metode normatif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya perbedaan hubungan hukum 

dalam pemberian Garansi Bank tanpa melalui perantara asuransi (kontra garansi 

full cover) dan melalui perantara asuransi (kontra garansi penjaminan asuransi, 

dikarenakan keduanya merupakan dua transaksi penjaminan yang berbeda. Dalam 

pemberian Garansi Bank tanpa melalui perantara asuransi (kontra garansi full 

cover) terdapat  hubungan hukum yang timbul dari 2 (dua) perjanjian, sedangkan 

didalam pemberian Garansi Bank melalui perantara asuransi (kontra garansi 

penjaminan asuransi) adanya pihak baru yang muncul, sehingga terdapat 

hubungan hukum yang timbul dari 3 (tiga) perjanjian. Dalam hal perlindungan 

hukum yang diberikan kepada Obligee baik dalam pemberian Garansi Bank tanpa 

melalui perantara asuransi (kontra garansi full cover) dan melalui perantara 

asuransi (kontra garansi penjaminan asuransi adalah sama, yaitu memperoleh 

perlindungan dari KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  
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ABSTRACT 

 

 

In general, an outsourcing requires a guarantee that should be given by 

Contractor (Principal) to Project Owner (Obligee), commonly it used a Bank 

Guarantee that is provided by a Bank. Granting a Bank Guarantee requires 

counter guarantee. Counter guarantee which are commonly implemented by BTN 

Cilegon are full cover counter guarantee and insurance underwriting counter 

guarantee. Bank Guarantee specifically regulated under the Decree of Directors 

of Bank Indonesia Number 23/88/KEP/DIR concerning Granting Bank Guarantee 

by the Bank. 

The purpose of this study is to analyze the legal relation and legal 

protection which is given to obligee in granting Bank Guarantee without 

intermediary through insurance (full cover counter guarantee) and with 

intermediary through insurance. 

This study use a normative juridical approach. Secondary data and 

primary data that has been collected are processed and presented in the form of 

narrative text. The data analysis method used is a qualitative normative method. 

The results show that there is a difference in the legal relation between 

granting Bank Guarantee without intermediary through insurance (full cover 

counter guarantee) and granting Bank Guarantee with intermediary through 

insurance (insurance underwriting counter guarantee), because both of them are 

two different guarantee transactions. In granting a Bank Guarantee without 

intermediary through insurance (full cover counter guarantee), there is a legal 

relation that came by 2 (two) agreements, while in granting Bank Guarantee with 

intermediary through insurance (insurance underwriting counter guarantee) 

appearly a new party, so that the legal relation came by 3 (three) agreements. In 

the term of legal protection that is given to Obligee both in granting a Bank 

Guarantee without intermediary through insurance (full cover counter guarantee) 

and granting Bank Guarantee with intermediary through insurance (insurance 

underwriting counter guarantee) are same, which get protection by the code of 

civil law, the Banking Act, Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), and the 

Consumer Protection Act.  
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